Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut,

dalam perkara permohonan dari :

1. Nama : Eprianus lu
Nik : 5371040107950011
Tempat/Tgl.Lahir : Kenamoen 01 juli 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Batuplat RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat,
Kecamatan Alak, Kota Kupang;
No Hp : 082247327330

Disebut Sebagai PEMOHON 1 ;

2. Nama : Cahya Aura Rifanny
Nik : 3174015011020007
Tempat/Tgl.Lahir : Padang 10 November 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Batuplat RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat,
Kecamatan Alak, Kota Kupang;
No Hp : 087723314399

Di Sebut Sebagai PEMOHON 11 ;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar Para Pemohon
Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

yang diajukan Para Pemohon;
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TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 9

Desember 2024 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada
tanggal 9 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
di bawah Register Perkara Nomor: 792/Pdt.P/2024/PN.Kpng mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yg menikah pada tanggal 12 Juli 2024
sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-23092024-0003 tertanggal 23
September 2024

2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan satu anak yang
bernama: Kenan Alvredo Iu Lahir di Kupang 10 Febuari 2023 berdasarkan surat
keterangan lahir nomor 7912/T-IA/IRSM/2023

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para
pemohon haruslaah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari
pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagamana tersebut di atas maka melalui
permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri kupang Kelas 1A
kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan
Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang
bernama: Kenan Alvredo lu Lahir di kupang 10 Febuari 2023 di luar perkawinan
yang sah;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada
kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekutan hukum tetap;

4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang
diperuntukan untuk itu.

5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam permohonan ini.

Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam permohonan ini.Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya
dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada

permohonannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup
dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371040107950011, an. : EPRIANUS IU,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3174015011020007 An. : CAHYA AURA
RIFANNY, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371011711230010, tertanggal 21 Oktober 2024
An. Kepala keluarga EPRIANUS IU, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-23092024-0003, Tertanggal 23
September 2024 antara EPRIANUS IU dengan CAHYA AURA RIFANNY,
selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 7912/T-IA/RSM/2023, an, KENAN
ALVREDO IU, Selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 sebagaimana
tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah
disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SANTRY AYODIA 1U

e Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

e Bahwa Para Pemohon bernama Eprianus Iu dan : Cahya Aura Rifanny;

e Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan
permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama Kenan
Alvredo lu Lahir di Kupang 10 Febuari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir
Nomor 7912/T-IA/IRSM/2023;

e Bahwa satahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 12 Juli 2024
sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor  5371-KW-23092024-0003
tertanggal 23 September 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon
sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;

e Bahwa saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir
diluar perkawinan yang sah ;

e Bahwa setahu saksi anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para

Pemohon;
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e Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan

permohonan penetapan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon
tersebut ;

e Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Eprianus lu dan
: Cahya Aura Rifanny;

e Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;

¢ Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para
pemohon;

e Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi APLONIA IU TUNGGA

e Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

¢ Bahwa Para Pemohon bernama Eprianus lu dan : Cahya Aura Rifanny;

e Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan
permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama Kenan
Alvredo lu Lahir di Kupang 10 Febuari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir
Nomor 7912/T-IA/IRSM/2023;

e Bahwa satahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 12 Juli 2024
sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor  5371-KW-23092024-0003
tertanggal 23 September 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon
sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;

e Bahwa saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir
diluar perkawinan yang sah ;

e Bahwa setahu saksi anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para
Pemohon;

e Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan
permohonan penetapan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon
tersebut ;

e Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Eprianus lu dan
: Cahya Aura Rifanny;

e Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;

e Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para
pemohon;

¢ Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;
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Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannyaMenimbang,

bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan
seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala
sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di
dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah
dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-

hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah
mengenai pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama Kenan Alvredo Iu Lahir di
Kupang 10 Febuari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 7912/T-
IA/RSM/2023 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi
masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih
lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang
berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani
oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
tempat tinggal Pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung
RI 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1,P-2 dan P-3, dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon
berdomosili Batuplat RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota
Kupang, NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang

memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon,;
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Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi

permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-5, serta
keterangan kedua orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

e Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan
perkawinannya pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan
Nomor 5371-KW-23092024-0003 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4),
dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

e Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para
Pemohon telah 1 (satu) orang anak yang bernama Kenan Alvredo lu Lahir di Kupang
10 Febuari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 7912/T-IA/IRSM/2023
(Bukti P-5),;

e Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon
berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang
sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh
orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan
ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas,
oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut untuk
melaporkan kepada Instansi Pelaksana talah lampau atau telah melampaui waktu 30
(tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka
Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan
Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur
dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum
dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans
Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang
antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi
perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwva Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka
beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk
memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan,

tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama
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yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para

Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang
lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut
dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah,
maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum
karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum
permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi
yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3,
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang
bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;

- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan
perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta
pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2),
dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum
untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbit kutipan akta pengesahan
anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum
permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka
segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undanga Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Kenan Alvredo Iu Lahir di
Kupang 10 Febuari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 7912/T-
IA/RSM/2023, adalah anak sah dari Ikatan Perkawinan yang sah antara Eprianus
lu dan Cahya Aura Rifanny;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua setelah menerima salinan resmi
penetapan ini agar dicatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung
Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan
Akta Pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.
110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 16 Desember 2024 oleh
SISERA S.N NENOHAYFETO, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor
792/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 9 Desember 2024 sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

ALFRED DIMUPORO SISERA S.N NENOHAYFETO, S.H.
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- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g putusan.mahkamahagung.go.id
- Perincian Biaya:
1. PNBP :Rp. 30.000 ,-
2. ATK : Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil : Rp. 10.000 ,-
4. Materai :Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,- +
Jumlah : Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
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